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ANAK MENJADI WALI NIKAH IBU PERSFEKTIF HUKUM ISLAM 

(Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro ) 

 

ABSTRAK 

 

Oleh: 

 KARSI RAHAYU  

 

Yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak 

atas nama mempelai perempuan, dalam suatu akad nikah. Sedangkan fiqh lima 

mazhab menjelaskan perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau 

wewenang syar’i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang 

sempurna, karna kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi 

kemaslahatan. Berdasarkan beberapa  pengertian diatas  peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa wali nikah merupakan orang yang mempunyai kekuasaan 

atau wewenang untuk mengawinkan seorang wanita kepada seorang laki-laki 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. 

Peneliti menemukan sebuah kasus di Kelurahan Banjarsari Metro Utara 

Kota Metro. Dibanjarsari telah terjadi perkawinan siri seorang janda dengan 

seorang duda. Peneliti telah melakukan pra survey  di banjarsari dengan 

mewawancarai ibu tri selaku kerabat yang turut hadir dalam akad nikah antara ibu 

S dengan bapak M. Dimana perkawinan antara ibu S dengan bapak M yang 

bertindak sebagai wali nikah bukanlah termasuk dalam urutan wali sesuai dengan 

yang tercantum dalam KHI, akan tetapi yang bertindak sebagai wali nikah adalah 

anak laki-laki dari ibu S yang berinisial B, karena memang ibu S  tersebut 

berstatus janda dengan 3 orang anak 

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan 

(field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di 

lapangan atau lokasi penelitian untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di 

lokasi tersebut dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. Sehingga 

penelitian ini memperoleh data yang akurat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan 

Banjarsari Metro Utara Kota Metro. 

 Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan 

dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain. Syafi’i, Maliki, dan Hambali 

berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh dan berakal itu masih gadis, maka 

yang berhak menikahkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika dia janda, maka 

hak itu ada pada keduanya. Jadi untuk status seorang janda ia lebih berhak atas 

dirinya sendiri artinya seorang janda ketika akan menikah  diperbolehkan tanpa 

adanya wali. Di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam  anak kandung tidak 

termasuk kedalam urutan wali pernikahan. Hukum positif yang berlaku di negeri 

ini tegas diambil dari  mazhab syafi’I. Oleh karena itu bila hal ini dikaitkan 

dengan hukum positif yang berlaku di negeri ini yaitu Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), seorang anak laki-laki tidak boleh  menjadi wali nikah atas ibunya sendiri. 
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MOTTO  

 

صَيْْإ مَرْفُوعًا  مَامُ أَخَْْدُ عَنإ الَْْسَنإ عَنْ عإمْرَانَ ابْنإ الُْْ    َ إَ ااَ  إ لاَّ بإوَ إ إ وَرَوَى اْلِإ
 (رواه الدارقطني وابن حبان)  وََ ااإدَْ  عَدْ لٍ 

 
Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu’ dari Hasan, dari Imran Ibnu Al 

Hushoin : “Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi”  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Syariat Islam mengatur bahwa sahnya pernikahan seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. 

Rukun artinya harus ada, oleh karena itu apabila tidak terpenuhi rukun yang 

telah ditentukan, maka tidak akan terjadi suatu yang akan dilakukan tersebut. 

Sedangkan syarat merupakan bagian dari rukun artinya rukun itu melahirkan 

syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. 

Walaupun rukun sudah terpenuhi tetapi syaratnya kurang atau tidak 

ada, maka tidak  sah sesuatu yang dilakukan. Demikian juga dengan masalah 

perkawinan menurut hukum Islam.
1
 Pernikahan sah apabila telah terpenuhi 

rukun dan syaratnya.
2
 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14, rukun nikah terdiri atas 5  

macam yaitu: 

1. Calon suami 

2. Calon istri 

3. Wali nikah 

4. Dua orang saksi 

                                                           
1
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 1. 

2
 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 107. 
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5. Ijab dan Qobul
3
   

Wali merupakan rukun menurut jumhur ulama. Akad nikah tidak sah 

kecuali dengan kehadiran seorang wali. Sebagaimana firman Allah SWT, 

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan 

bakal suaminya.” (Al-Baqarah: 232). Imam Syafi’i berkata, Ini merupakan 

ayat yang palaing jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak 

demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi perkawinan. Juga 

karna sabda Nabi saw, “Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang 

wali.”
4
 

Syafi’i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah 

kecuali dengan lafazh diucapkan oleh wali yang dekat. Apabila tidak ada, 

maka lafazh itu diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada lagi, 

maka lafazh itu diucapkan oleh penguasa (yang bertindak sebagai wali).
5
 Hal 

ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih 

perawan atau janda.
6
 

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari 

orang yang paling berhak, yaitu orang yang paling akrab, lebih kuat hubungan 

darahnya. wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari 

garis ibu.
7
 singkatnya urutan wali menurut Syafi’i adalah: 

                                                           
3
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 

2010), h. 116. 
4
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

h. 83-84. 
5
 Muhamad Syyid Sabiq, Fiqih Sunah 3, (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), cet 1, h. 381. 

6
 Siti Zulaikha, Fiqih Munakahat 1, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta , 2015), h. 57-58 

7
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 90. 
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1. Ayah seterusnya ke atas 

2. Saudara laki-laki ke bawah, dan 

3. Saudara laki-laki ayah ke bawah
8
 

Ulama Imam Malik, Imam Syafi’i, Ahmad bin Hanbal sependapat 

bahwa untuk bertindak sebagai wali nikah diperlukan syarat-syarat. Syarat-

syarat yang dimaksud adalah: 

1. Islam 

2. Baligh atau dewasa 

3. Berakal Sehat 

4. Laki-laki 

5. Adil
9
 

Peneliti menemukan sebuah kasus di Kelurahan Banjarsari Metro 

Utara Kota Metro. Dibanjarsari telah terjadi perkawinan siri seorang janda 

dengan seorang duda. Peneliti telah melakukan pra survey  di banjarsari 

dengan mewawancarai ibu tri selaku kerabat yang turut hadir dalam akad 

nikah antara ibu S dengan bapak M. Dimana perkawinan antara ibu S dengan 

bapak M yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah termasuk dalam urutan 

wali sesuai dengan yang tercantum dalam KHI, akan tetapi yang bertindak 

sebagai wali nikah adalah anak laki-laki dari ibu S yang berinisial B, karena 

memang ibu S  tersebut berstatus janda dengan 3 orang anak.
10

 

                                                           
8
Ibid., h. 91. 

9
 Abdul Qodir Hasan dkk, Terjemah Nailul Authar, Jilid V, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 

1984), h. 2158. 
10

  Hasil wawancara dengan ibu tri selaku kerabat  yang turut hadir dalam akad nikah, tahun 2016, 

ibu tri tanggal 12 desember 2016. pukul 10.15. 
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Sesuai dengan wawacara yang peneliti lakukan kepada bapak H selaku 

tokoh agama yang turut hadir dalam pernikahan tersebut, alasan anak kandung 

yang dijadikan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah karena ayah ibu S 

tersebut telah meninggal dunia dan tidak memiliki saudara kandung laki-laki 

ataupun seseorang yang bisa menjadi wali nikahnya. Sehingga terjadilah 

kesepakatan antara keluarga dan tokoh agama bahwa yang menjadi wali nikah 

adalah anak laki-laki kandungnya sendiri.
11

 

Berdasarkan dari kasus yang penulis temukan tersebut fokus penelitian 

ini adalah “Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Menurut Kompilasi Hukum Islam 

(Studi Kasus di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro). 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini timbul 

pertanyaan tentang bagaimanakah perwalian nikah ibu oleh anak kandung 

menurut pendapat Imam Mazhab dan hukum islam yang terjadi di Banjarsari 

Metro Utara Kota Metro? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam tentang  anak yang  menjadi 

wali nikah ibu menurut kompilasi hukum islam. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini  ialah: 

                                                           
11

  Hasil wawancara dengan tokoh agama yang hadir dalam acara akad nikah, tahun 2016, bapak H 

tanggal 12 desembar 2016. pukul 11.00 
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1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang bagaimana perkawinan dengan menggunakan wali nikah anak 

kandung bagi seorang ibu menurut hukum islam. 

2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan khususnya bagi penulis, keluarga dan masyarakat pada 

umumnya, mengenai hukum Islam terutama tentang bagaimana 

perkawinan dengan menggunakan wali nikah anak kandung bagi seorang 

ibu. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan 

penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga dalam 

penelitian ini kita mampu membedakan permasalahan yang ada dari peneliti 

sebelumnya.  

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang wali, diantaranya yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni Mahasiswa STAIN Jurai Siwo 

Metro angkatan Tahun 2013 dengan judul kewenangan ayah biologis sebagai 

wali nikah terhadap anak luar nikah (kajian komparasi antara kompilasi 

hukum islam dan mazhab hanafi). Dalam penelitian ini lebih ditekankan 

terhadap kajian komparasi antara antara kompilasi hukum islam dan mazhab 

hanafi tentang kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak 

luar nikah. Dari hasil penelitian antara kompilasi hukum islam dengan 

pendapat Mazhab Hanafi. 
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Anak yang lahir diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya maka ketika 

anak tersebut melangsungkan pernikahan yang berhak untuk menjadi wali 

nikahnya adalah wali hakim, karena pada prinsipnya Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) anak yang didapat dari luar pernikahan atau pernikahan yang tidak sah 

maka status anak tersebut adalah anak zina, oleh sebab itu anak tersebut tidak 

bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya.
12

 

Akan tetapi menurut Mazhab Hanafi kewenangan ayah biologis 

sebagai wali nikah bagi anak yang lahir luar nikah status wali bukan 

merupakan syarat sahnya pernikahan, maka ketika anak tersebut akan 

melangsungkan pernikahan dalam masalah wali tidak ada masalah karena 

pernikahannya tidak menggunakan wali tetapi hanya ijab dan qobul saja 

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa semua kerabat dari ibunya baik kerabat 

dekat maupun jauh dibenarkan untuk menjadi wali nikah karena Mazhab 

Hanafi berpendapat wanita yang baligh dan berakal sehat boleh menikahkan 

dirinya sendiri atau menikah tanpa wali dengan syarat lelaki yang menikah 

dengannya adalah laki-laki yang sekufu dengannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sri Wardani Mahasiswa STAIN 

Jurai Siwo Metro angkatan 2013. Mengangkat judul skripsi pernikahan 

dengan wali ayah tiri. Penelitian dilakukan secara field research yaitu 

penelitian lapangan, dalam penelitian ini berfokus pada pernikahan dengan 

wali ayah tiri implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait wali 

                                                           
12

 Tri Wahyuni, Kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah, 

, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), (Skripsi tidak dipublikasikan) 
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nikah. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, pernikahan yang 

dilakukan dengan wali ayah tiri itu tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadis nabi 

serta Undang-Undang yang ada diindonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 serta kompilasi hukum Islam.
13

 

Berdasarkan dua penelitian sebelumnya maka penulis melakukan 

penelitian yang berbeda yang dilakukan peneliti sebelumnya tetapi masih 

berkaitan dengan wali dalam pernikahan. Dalam penelitian ini akan meneliti 

tentang anak menjadi wali nikah ibu menurut kompilasi hukum Islam di 

Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro. 

                                                           
13

 Wahyu Sri Wardani, Pernikahan dengan Wali Ayah Tiri, (Metro: STAIN Jurai Siwo 

Metro, 2013), (Skripsi tidak dipublikasikan) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Wali 

1. Pengertian Wali 

Secara etimologis wali mempunyai arti penolong atau penguasa.
14

 

Wali memiliki banyak arti antara lain: 

a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban 

mengurus anak yatim serta hartanya,sebelum anak itu dewasa. 

b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 

melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. 

c. Orang saleh (suci), penyebar agama 

d. Kepala pemerintah dan dan sebagainya
15

 

Yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah seseorang yang 

bertindak atas nama mempelai perempuan, dalam suatu akad nikah.
16

 

Sedangkan fiqh lima mazhab menjelaskan perwalian dalam perkawinan 

adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia 

yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karna kekurangan 

tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatan.
17

 

                                                           
14

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 89. 
15

 Ibid. 
16

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor: Kencana, 2003), h. 90. 
17

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab Cet 8, (Jakarta: PT Lentera 

Basritama, 2002), h. 345. 
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Berdasarkan beberapa  pengertian diatas  peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa wali nikah merupakan orang yang mempunyai 

kekuasaan atau wewenang untuk mengawinkan seorang wanita kepada 

seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh ajaran Islam. 

 

2. Dasar Hukum Wali Nikah 

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan 

tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah 

pendapat jumhur ulama. hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang 

dewasa atau masih kecil, masih perawan atau janda.  

Memamg tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang secara jelas 

menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan yang ada hanya 

ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam 

surah Al-Baqarah ayat 221, yakni: 

                              

                                  

                                   

            

 

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin 

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. 

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 



10 

 

 

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan 

izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil 

pelajaran.
18

 

 

Tuntunan ini dikemukakan Allah kepada para wali untuk tidak 

mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. hal itu berati 

dalam mengawinkan itu adalah wali. Namun disamping itu ada pula ayat 

Al-Quran yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa 

meski memakai wali, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-baqarah 

ayat 232, yang artinya :  

                        

                                

                    

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”.
19

 

 

Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa perempuan itu 

mengawini bakal suaminya dan wali dilarang mencegahnya.
20

 

Dalam hadis Rasulullah,”dari abu bardah ibn Abi musa dari 

bapaknya berkata, Rasulullah SAW. Bersabda,”Tidak ada nikah, kecuali 

dengan wali.”
21

 

                                                           
18

 QS. Al-Baqarah (2): 221  
19

 QS. Al-Baqarah (2): 232 
20

 Siti Zulaikha, Fiqih Munakahat 1, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 57-

58. 
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Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanbaliyah sepakat keharusan adanya 

wali atau pengganti dalam pernikahan, baik untuk gadis maupun 

janda,baik dewasa maupun belum dewasa.
22

 

 

3. Macam-macam Wali Nikah 

     Wali nikah ada beberapa macam, yaitu: wali nasab, wali hakim 

(sultan), wali tahkim, wali maula, dan wali mujbir. 

 

a. Wali Nasab 

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab 

dengan wanita yang akan melaksanakan pernikahan.
23

 Devinisi 

tersebut menjelaskan bahwa wali nasab adalah wali yang memiliki 

hubungan darah dengan mempelai perempuan dari garis ayah. Dasar 

keharusan wali dalam nikah dan Mazhab Maliki dan Mazhab yang 

sepakat terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah surat 

Al-Baqarah ayat 232.
24

 

                     

 

 

 

                                                                                                                                                               
21

 Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan, (Bandung: CV Pustaka Setia 2009),  

h. 48. 

 
22

 Ibid, h. 50 
23

 Tihami dan sohari, Fiqh Munakahat, h. 95 
24

 Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan, (Bandung: CV Pustaka Setia 2009),  

h. 41. 
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Artinya: Maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan 

calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka 

dengan cara yang baik.
25

 

1). Orang-orang yang berhak menjadi wali 

Jumhur ulama membagi wali dalam dua kelompok : 

a). Wali dekat atau wali qarib, yaitu ayah atau kalau tidak ada 

ayah pindah ke kakek. keduanya mempunyai kekuasaan yang 

mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. 

ia dapat mengawinkan anaknya yang masih dalam usia muda 

tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. wali dalam 

kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. Ketidak harusan 

meminta pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah 

karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan 

untuk memberikan persetujuan. 

b). Wali jauh atau wali ab’ad. yang menjadi wali jauh ini secara 

berurutan adalah: 

(1).Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah 

kepada 

(2). Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

(3). Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah 

kepada 

(4). Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah 

kepada 

(5). Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

(6). Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

(7). Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

(8). Anak paman seayah   

(9). Ahli waris kerabat lainnya kalau ada 

(10).Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah 

umum.
26

 

 

Adapun perpindahan wali dekat kepada wali jauh ini 

adalah sebagai berikut  : 

(a). Apabila wali aqrabnya nonmuslim 

(b). Apabila wali aqrabnya fasik 

                                                           
25

 QS. Al-Baqarah (2): 232 
26

 Siti Zulaikha, Fiqih Munakahat 1. , h. 68-69. 
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(c). Apabila wali aqrabnya belum dewasa 

(d). Apabila wali aqrabnya gila 

(e). Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.
27

 

 

2). wali nasab menurut kompilasi hukum islam Pasal 21  

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 

kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang 

lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon 

mempelai wanita. 

Pertama 

kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek 

dari pihak ayahdan seterusnya. 

Kedua  

kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-

laki seayah, danketurunan laki-laki mereka. 

Ketiga  

kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, 

saudara seayahdan keturunan laki-laki mereka. 

Keempat 

kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 

seayah dan keturunan laki-laki mereka.
28

 

 

 3). Urutan Wali nasab Menurut Empat Imam Mazhab 

  a). Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di 

tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika 

memang ia punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian 

berturut-turut cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki, ayah, 

kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki 

seayah, paman, anak paman dan seterusnya.
29

  

                                                           
27

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat., h. 97. 
28

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika 

Presindo, 2010), h 118. 
29

 Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab Cet 8.., h. 345. 
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  b). Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima 

wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) mana 

kala anak tersebut punya anak, lalu berturut-turut : saudara 

laki-laki, anak laki-laki darisaudara laki-laki, kakek, paman 

(saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semuanya itu 

tidak ada, perwalian itu beralih ketangan hakim.  

  c). Sementara itu urutan yang digunakan syafi’i adalah ayah, 

kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-

laki seayah, anak laki-laki dari sauadara laki-laki, paman 

(saudara ayah), anak paman,dan seterusnya, dan bila semuanya 

itu tidak ada perwalian beralih ketangan hakim. 

 d). Hambali memberi urutan :ayah, penerima wasiat dari ayah, 

kemudian yang terdekat, dan seterusnya, mengikuti urutan 

yang ada dalam waris, dan baru beralih ketangan hakim.
30

  

b. Wali Hakim 

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi’, Rasulullah 

Saw. bersabda: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi 

seorang yang tidak ada walinya”. (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu 

Majah, dan Nasa;i) 

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: 

Pemerintah, Khalifah, penguasa atau qadinikah yang diberi wewenang 

dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. 

                                                           
30

 Ibid., h. 348. 
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Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat 

oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-

orang yang alim.
31

 Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah 

akad nikah jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut; 

1) Tidak ada wali nasab 

2) Tidakcukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad 

3) Wali aq.rab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau 

dua hari perjalanan 

4) Wali aq.rab dipenjara dan tidak dapat ditemui 

5) Wali aq.rabnya adhal 

6) Wali aq.rabnya berbelit-belit (mempersulit) 

7) Wali aqrabnya sedang ihram 

8) Wali aqrabnya sendiri ya ng akan menikah 

9) Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir 

tidak ada. 

 

c. Wali Tahkim 

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan 

atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: 

Calon suami mengucapkan tahkim kepada seorang dengan kalimat, 

“saya angkat bapak/sodara untuk menikahkan saya dengan si....(calon 

istri) dengan mahar....dan putusan bapak/sodara saya terima dengan 

senang.” Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. 

Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini”. Wali 

tahkim terjadi apabila: 

1) Wali nasab tidak ada 

2) Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan, 

serta tidak ada wakilnya disitu 

                                                           
31

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat., h. 95  
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3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. 

 

d. Wali Maula 

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya 

majikannya lsendiri. Lki-laki boleh menikahkan perempuan yang 

berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela 

menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalaqh hamba 

sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.
32

 

e. Wali Mujbir Dan Wali Adol 

 

 Wali mujbir atau wali adol adalah wali bagi orang yang kehilangan 

kemampuannya, didalamnya seperti orang gila, belum mencapai umur, 

mumayyiz termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka 

boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.
33

 

 Maksud darai wali mujbir adalah seorang wali yang berhak 

menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut 

tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga 

bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang 

berada dibawah perwaliannya. 

 Ada sebagian wali mujbir yang mempunyai persepsi bahwa ia 

mempunyai wewenang penuh untuk menikahkan anaknya. Namun hal 

itu bukan berarti wali mempunyai wewenang mutlak. Oleh sebab itu 

pemahaman yang benar bahwa wali harus memperhatikan kemauan 

                                                           
32

 Ibid., h. 98-99. 
33

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, Cet Ke 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),  

h. 9. 
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anak perempuannya. Dengan demikian, mujbir dalam pemahaman 

yang sesungguhnya bukan otoritas, karena dibatasi oleh adanya 

kerelaan anaknya untuk dinikahkan.
34

 

4. Syarat-Syarat Wali 

Perkawian dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan 

atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya : 

a. Seorang laki-laki 

b. Muslim 

c. Baligh 

d. Berakal dan adil ( tidak fasik ), perkawinan tanpa wali tidak sah.
35

 

Orang-orang yang disebutkan diatas baru berhak menjadi wali bila 

memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila 

tidak berhak menjadi wali. 

b. Laki-laki 

c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali 

untuk muslim. hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran 

Ayat 28 Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-

orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. 

Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan 

Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang 

                                                           
34

 Enizar, Hadis Hukum Keluarga, (Lampung: STAIN Press Metro, 2008), cetakan kedua, 

h. 53. 
35

 Siti Zulaikha, Fiqih Munakahat 1., h. 67-68. 
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ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri 

(siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. 

d. Orang merdeka 

e. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih 

f. Berpikir bik. orang yang tergaggu pikirannya karena ketuaannya tidak 

boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan 

maslahat dalam perkawinan tersebut. 

g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak 

sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memlihara muruah atau 

sopan santun.  

h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.
36

 

Adapun perpindahan wali dekat kepada wali jauhini adalah sebagai 

berikut  : 

a. Apabila wali aqrabnya nonmuslim 

b. Apabila wali aqrabnya fasik 

c. Apabila wali aqrabnya belum dewasa 

d. Apabila wali aqrabnya gila 

e. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.
37

. 

B.  Wali Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 wali nikah  dalam 

perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai 

wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20, yang bertindak 

                                                           
36

Amir Syarifuddin, Garis-Garis., h. 93-94. 
37

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat., h. 97. 
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sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum 

islam yakni muslim, akil dan baligh.. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan 

wali hakim.  

Dalam pasal 21, wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 

kedudukan,  

1. kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat 

tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama 

kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari 

pihak ayahdan seterusnya. Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki 

kandung atau saudara laki-laki seayah, danketurunan laki-laki mereka. 

Ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, 

saudara seayahdan keturunan laki-laki mereka. Keempat kelompok 

saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan 

keturunan laki-laki mereka.  

2. Apa bila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 

sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah 

yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai 

wanita.  

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang 

paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat 

yang hanya seayah.  

4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama-sama 

derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-
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sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua 

dan memenuhi syarat-syarat wali. 
38

 

Pasal 22, Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak 

memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu 

menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali 

bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
39

 

C. Problematika Wali 

1. Pendapat Ulama Tentang Wali Nikah Bagi Seorang Janda 

Setelah bercerai atau ditinggal mati suaminya seorang janda berhak 

menikah kembali dan pernikahannya tersebut tidak boleh dihalangi 

sekalipun oleh walinya ataupun ayahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 232. Selain itu wali dari 

wanita yang telah menjadi janda tidak boleh menikahkan dengan seorang 

laki-laki tanpa persetujuan dari wanita yang telah menjadi janda tersebut. 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan 

dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain. Pernikahan tidak sah 

dengan kewaalian wanita. Wali adalah syarat sah dalam akad nikah, dan 

yang melakukan akad nikah adalah wali.
40

 

Syafi’i, Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang 

baligh dan berakal itu masih gadis, maka yang berhak menikahkan dirinya 

                                                           
38

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum, h. 118 
39

 Ibid, h. 119  
40

 Syaik Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Cet 1, (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar 2013), h. 449-450. 
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ada pada wali, akan tetapi jika dia janda, maka hak itu ada pada keduanya, 

Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu 

sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak sang wali, Akad yang 

diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, meskipun 

akad itu memerlukan persetujuannya.
41

 

Imam malik berpendapat bahwa tidak terjadi pernikahan, kecuali 

dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan. Mazhab maliki 

berpendapat, jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak 

menikahkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi, jika ia janda, hak itu ada 

pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkan wanita janda itu tanpa 

persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh menikahkan dirinya 

tanpa restu sang wali.
42

 Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: 

هَا (4 نُ فِّي نفَْسِّ ي ِّهَا وَالْبِّكْرُ تسَْتأَذِّْ نْ وَلِّ هَا مِّ  الَثَّي ِّبُ أحََقُّ بِّنفَْسِّ

 

Artinya: “Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Seorang 

gadis diminta izin untuk dirinya dan izinnya adalah diamnya”
43

 

2. Pendapat Ulama Tentang Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah Ibu 

Imam Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima 

wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) mana kala wanita 

tersebut punya anak, lalu berturut-turut : saudara laki-laki, anak laki-laki 
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dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan 

sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian itu beralih ketangan hakim.
 44

 

Imam Hambali mengatakan wali itu adalah ayah, penerima wasiat 

dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urusan 

dalam waris’ 

Sementara itu urutan yang digunakan Imam Syafi’i adalah ayah, 

kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, 

anak laki-laki dari sauadara laki-laki, paman (saudara ayah), anak 

paman,dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada perwalian beralih 

ketangan hakim. Hambali memberi urutan :ayah, penerima wasiat dari 

ayah, kemudian yang terdekat, dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada 

dalam waris, dan baru beralih ketangan hakim. Sementara itu, imamiyah 

mengatakan bahwa perwalian itu hanya di tangan ayah dan kakek dari 

pihak ayah, serta dalam kasus-kasus tertentu hakim.
45

  

Dari kelima pendapat diatas ketiga Imam Mazhab yaitu Hanafi, 

Maliki, Hambali berpendapat bahwa anak laki-laki termasuk kedalam 

urutan wali, sedangkan Imam Hanafi dan Imamiyah berpendapat bahwa 

anak laki-laki tidak termasuk dalam urutan wali. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Peneliti menentukan jenis dan sifat penelitian, untuk mendapatkan data 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan dan memudahkan 

pelaksanaan penelitian serta mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

1. Jenis Penelitian 

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang 

dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian untuk menyelidiki gejala objektif 

yang terjadi di lokasi tersebut dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan 

ilmiah.
46

sehingga penelitian ini memperoleh data yang akurat. Penelitian ini 

dilakukan di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro. 

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah descriptive 

research (penelitian deskriptif). Secara harfiah penelitian diskriptif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk membuat pancandraan (deskripsi) 

mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.
47

 Dari pengertian tersebut 

dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau 

memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti. Dalam penelitian ini 
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peneliti akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara 

menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas 

dan terperinci.hal ini dilakukan untuk menjelaskan berbagai macam 

persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang 

dikaji. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber 

data primer dan sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data dasar yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang pertama.
48

jadi yang 

menjadi sumber pokok disini adalah data yang didapat dari lapangan 

dengan cara mewawancarai (Interview) pihak-pihak yang terkait dalam 

pernikahan ibu dengan wali nikah anak kandung seperti, anak yang 

menjadi wali nikah tersebut, kerabat, tokoh agama yang turut hadir dalam 

akad nikah tersebut. menggali pendapat dari kepala KUA Merto Utara 

Kota Metro tentang perkawinan dengan wali nikah ibu oleh anak kandung. 

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh 

secara tidak langsung pada yang mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab terhadap informasi yang ada. Data sekunder adalah data yang 
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diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, dan lain-lain yang dapat 

memperkaya data primer.
49

  

Buku utama yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini 

seperti buku fiqih munakahat, Fiqh Munakahat Perbandingan, dan juga 

kompilasi hukum islam,  fiqih lima mazhab, , Fiqih Islam wa Adilatuhu, 

garis-garis besar islam, dan buku lain yang membahas  tentang wali nikah. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
50

Kualitas data ditentukan oleh 

kualitas alat pengambilan data.
51

Tehnik pengumpulan data merupakan cara 

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian. Umumnya cara pengumpulan data dapat menggunakan tehnik: 

wawancara (interview), angket (questionnaire), pengamatan (observation).
52

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengupulan data sebagai 

berikut: 
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi 

dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada 

kesempatan lain. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.
53

 

Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu melakukan 

wawancara dengan bebas namun tetap memiliki pedoman secara khusus 

tentang hal-hal pokok yang akan ditanyakan terkait pokok permasalahan 

yang diteliti. Wawancara akan disampaikan kepada responden yaitu pihak-

pihak yang terkait dalam pernikahan ibu dengan wali nikah anak kandung 

seperti, saudara b yaitu anak yang menjadi wali nikah tersebut, ibu tri 

sebagai kerabat, bapak hadi sebagai tokoh agama di lingkungan rumah ibu S 

yang juga turut hadir dalam akad nikah tersebut. serta  menggali pendapat 

dari kepala KUA Merto Utara Kota Metro yaitu bapak Drs. Nur Salim 

tentang perkawinan dengan wali nikah ibu oleh anak kandung.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen.
54

 Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk 

surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan foto.
55

 Dokumentasi 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen yang 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dari pengertian tersebut 
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dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah kumpulan catatan atau gambar 

yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai 

sumber. Metode dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh 

informasi dari data penelitian terkait anak menjadi wali nikah ibu di 

kelurahan banjarsari mertro utara kota metro.  

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

sehingga dapat mudah difahami, dan temuannnya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.
56

 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif yang berusaha menggambarkan menganalisa dan menilai 

desa terkait dengan permasalahan anak kandung menjadi wali nikah ibu 

menurut hukum Islam. Sedangkan langkah-langkah yang di gunakan peneliti 

adalah mendeskripsikan berkaitan dengan anak kandung menjadi wali nikah 

ibu menurut hukum Islam, kemudian menarik kesimpulan dengan 

menggunakan metode deduktif, pola deduktif bermula dengan pemaparan hal 

yang bersifat umum kemudianmenyebar  menuju kepada hal khusus. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kelurahan  

Kelurahan Banjarsari masuk dalam wilayah kecamatan Metro Utara 

dengan luas wilayah 5,75 km. Sebagian besar lahan berupa sawah irigasi 

teknis 238 ha, pemukiman umum seluas 299 ha, lahan tegalan 30 ha, kolam 

1ha, bangunan umum 11;5 ha, perkuburan 1,25 ha, jalan 60 km. Daerah ini 

berada pada ketinggian 58 m diatas permukaan laut 

Kelurahan Banjarsari dibuka sejak tahun 1939, oleh pemerintah 

kolonial belanda. Pada mulanya jumlah KK yang datang dari pulau jawa 

berjumlah 400 KK dengan jumlah penduduk 2.057 jiwa. Setelah 

mendapatkan jatah bagian tanah maka seluruh warga membuat gubuk 

(rumah kecil) dengan atap welit pembagian pemerintah dan berangsur-

angsur menempati rumah masing-masing dan memulai membuka hutan 

belantara sehingga dapat ditanami berbagai macam tanam pangan.
57

 

Setelah mendapat petunjuk terutama tentang lokasi penempatan maka 

warga membuka hutan belantara yang sama sekali belum dijamah oleh 

manusia dan masih banyak yang dihuni oleh binatang buas yang sangat 

membahayakan bagi keselamatan manusia. Selama dalam pembukaan hutan 

tersebut tidak jarang penduduk menemui penderitaan yang luar biasa dan 

banyak sekali warga yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia. 
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Setelah seluruh warga menempati rumah masing-masing dengan 

kelompok/dukuh dari asal yaitu Bd.29 Banjarsari  dan terdiri 5 

kelompok/dukuh, maka atas kesepakatan bersama untuk nmemberi nama 

desa/pemukiman yang baru tersebut tetap memakai nama desa asalnya 

yaitu desa banjarsari begitu pula dengan perangkat desanya perangkat desa 

asal, dengan kepala desa pertama bernama bapak karto tiran dengan 

dibantu oleh 5 pendukuhan yaitu: Dusun Banjaran, Dusun basongan, 

dusun langkapan, dusun ngekul dan dusun kali grenjeng.
58

 

Kemudian selama ini telah terjadi beberapa pergantian nama dusun 

yaitu dusun 1 sampai dusun 9. Adapun untuk beberapa periode 

kepemimpinan (kepala desa) 9 kali sebagai berikut: 

a. Tahun 1939-1946  : Bapak Karto Tiran 

b. Tahun1946-1947  : Bapak Saimun 

c. Tahun 1947-1969  : Bapak Marsum 

d. Tahun 1969-1988  : Bapak Soeraji 

e. Tahun 1980-1988  : Bapak Marsum 

f. Tahun 1988-1996  : Bapak Marlin 

g. Tahun 1996-1998  : Bapak Maryanto 

h. Tahun 1999-2004  : Bapak Bambang Japriono 
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i. Tahun 2004   : Bapak Yudi Handoko S.Pd 

j. Sekarang   : Bapak Tugiman 

Pada tahun 2001 terjadi pemekaran kelurahan dan kecamatan yang 

dulunya desa menjadi kelurahan dan dipimpin oleh seorang lurah. 

Selanjutnya tahun 2003 terjadi penambahan personil kelurahan untuk 

mengisi jabatan struktural yang ada, antara lain 1 orang sekertaris dan 3 

orang kepala seksi dan kemudian pada tahun 2004 bertambah menjadi 4 

orang kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahtraan rakyat, 

seksi pembangunan, dan seksi perekonomian.
59

 

2. Struktur Organisasi Kelurahan Banjarsari 

NO Jabatan Nama 

1 Lurah Tugiman 

2 Sekertariat Kelurahan -Sumarno 

-Edi Purwanto 

3 Seksi Pemerintahan -Arwansyah 

-Ekawati 

-Eko Supriyanto 

4 Seksi Ekonomi dan 

Pembangunan 

-Aris Franata, SH, MM 

-Eri Anggraini, A.Md.Kom 

5 Seksi Kesra -Mirnawati dan Sumpono 
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3. Kondisi Geografis 

1). Ketinggian tanah dari  laut    : 40 m 

2). Banyaknya curah hujan    : 1500 mm/TH 

3). Topografi (Dataran Rendah, Tinggi, dll)  : Sedang 

4). Suhu rata-rata     : 36 ‘c 

4. Letak Geografis 

a. letak kelurahan 

 Kelurahan Banjarsari terletak didataran rendah termasuk dalam 

wilayah kecamatan Metro Utara Kota Metro provinsi lampung yang 

berbatasan dengan wilayah kabupaten Lampung Tengah dan kabupaten 

Lampung Timur 

b. Batas Kelurahan 

1). Sebelah utara berbatasan dengan kampung Nunggal Rejo (Kab Lam 

Teng) 

 2). Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Purwodadi (Kab Lam 

Teng) 

 3). Sebelah barat berbatasan dengan kampung Pujodadi (Kab Lam Teng) 

 4). Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan hadimulyo (Kota Metro) 

c. Luas Wilayah 

Kelurahan Banjarsari seluas 5,57 Km perincian sebagai berikut:  

1). Pekarangan/pemukiman : 67 Ha 

2). Sawah dan ladang  : 238 Ha  

3). Sarana umum   : 8 Ha 
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4). Lapangan   : 2 Ha 

5). Kuburan    : 1,25 Ha 

6). Jalan    : 60 Ha 

7). Lain-lain   : 69,5 Ha 

d. Kependudukkan 

Jumlah penduduk kelurahan Banjarsari berjumlah 9.377 orang 

terdiri dari: 

1). Laki-laki  :5.818 orang 

2). Perempuan  :5.637 orang 

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikkan 

No Pendidikan Jumlah 

A 

 

 

 

 

 

b 

 

 

 

Lulusan Pendidikan Umum 

1. Sekolah dasar 

2. SMP/SLTP 

3. SMA/SLTA 

4. Akademi (DI-DIII) 

5. Sarjana (S1-S3) 

Lulusan pendidikan khusus 

1. Pondok Pesantren 

2. Sekolah luar biasa 

3. Pendidikan keagamaan 

4. Madrasah 

 

2.456 

2.237 

2.350 

374 

416 

 

0 

0 

0 

0 
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5. Tidak Tamat sekolah 

6. Belum Sekolah 

1.138 

2.484 

 Jumlah 11.455 

 Sumber Data: Data Monografi Kelurahan 

3. Agama 

Agama yang ada dikelurahan banjarsari berdasarkan jumlah penduduk yaitu: 

a. Islam  :10.542 

b. Kristen  :408 

c. Katholik  :394 

d. Hindu  :57 

c. Budha  :44
60

 

 

B. Deskriptif Pernikahan Dengan Wali Nikah Anak Kandung Di Kelurahan 

Banjarsari Metro Utara Kota Metro 

Pernikahan dengan menggunakan anak kandung sebagai wali nikah  

seorang ibu adalah sesuatu hal yang  tidak umum  atau belum biasa di 

kelurahan banjarsari metro utara kota metro, karena sesuai penelitian peneliti 

hanya menemukan satu kasus yang terjadi dengan permasalahan anak kandung 

menjadi wali nikah ibunya  di kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro 

yaitu pernikahan ibu S dengan bapak M. 

Pernikahan ibu S dengan bapak M di lakukan secara siri hal ini terlihat 

tidak adanya pihak KUA Metro Utara yang menghadiri pernikahan tersebut.  
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Alasan dari pihak mempelai tidak mendaftarkan ke KUA adalah karena ibu S 

dan bapak M merasa sudah tua sehingga tidak perlu untuk dicatatkan di kantor 

urusan agama (KUA) yang terpenting bagi mereka adalah sah secara agama. 

Penulis mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang turut hadir 

dalam pernikahan tersebut dan pihak KUA yang memiliki wilayah hukum di 

Metro Utara Kota Metro 

1. Wawancara kepada anak yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut 

Sesuai wawancara kepada anak yang menjadi wali nikah 

bawasannya pernikahan dilakukan secara siri yaitu tidak didaftarkan ke 

kantor urusan agama (KUA) sehingga tidak ada kehadiran dari pihak KUA  

Metro Utara Kota Metro yang menyaksikan pernikahan tersebut, 

Sebenarnya anak yang menjadi wali nikah tersebut  tidak  paham dengan 

rukun dan syarat dalam  pernikahan dan juga tidak mengetahui siapa saja 

yang berhak menjadi wali dalam pernikahan, yang ia ketahui selama ini di 

masyarakat biasanya wali nikah adalah ayah kandung atau saudara laki-

laki ayah dari mempelai perempuan. Namun disini ia ditunjuk oleh bapak 

Hadi selaku tokoh agama dilingkungan kediamannya untuk menjadi wali 

dalam pernikahan ibunya. Dengan demikian ia pun bersedia untuk menjadi 

wali nikah ibunya karena yang menunjuknya berkata bahwa anak kandung 

boleh menjadi wali nikah ibu kandungnya dan masuk menjadi urutan wali. 

Untuk sah atau tidaknya pernikahan tersebut ia tidak mengetahuinya 

karena memang ia tidak paham dengan perwalian dalam pernikahan.
61
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2. Wawancara kepada ibu S sebagai pelaku pernikahan dengan wali anak 

kandung 

Pernikahan ibu S dilakukan secara siri hal ini dilakukan karena 

beliau merasa sudah tua dan berfikir tidak masalah jika pernikahannya 

tidak dicatatkan di KUA. Pernikahan dengan menggunakan wali anak 

kandung dilakukan karena ayah kandung beliau sudah meninggal dunia 

dan tidak memiliki saudara kandung laki-laki jadi tidak ada yang bisa 

menjadi wali dalam pernikahannya oleh karena itu ibu S meminta solusi 

kepada  seorang yang dianggapnya lebih tau tentang siapa yang bisa 

menjadi wali pernikahannya dan bapak Hadi mengusulkan anak laki-

lakinya ibu S yang menjadi wali nikahnya, karena ibu S tidak paham 

terkait perwalian dalam pernikahan akhirnya ibu S menyetujui usulan 

bapak hadi tersebut.
62

 

3. Wawancara Kepada Ibu Tri 

   Ibu tri merupakan kerabat dari mempelai wanita yaitu ibu S. Telah 

di benarkan oleh ibu tri bahwa telah terjadi pernikahan ibu S dengan bapak 

M yang dilakukan dengan wali nikah menggunakan anak kandung dari ibu 

S, hal tersebut dilakukan karena ayah dari ibu S telah meninggal dunia dan 

ibu S tidak memiliki saudara laki-laki dan tidak ada yang bisa dijadikan 

wali nikahnya ibu S, oleh karena itu atas kesepakatan keluarga dan tokoh 
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agama yang menghadiri pernikahan ibu S dengan bapak M anak kandung 

laki-laki dari ibu S yang dijadikan wali dalam pernikahan tersebut.
63

 

4. Wawancara kepada bapak Hadi 

   Bapak hadi adalah termasuk tokoh agama di sekitar tempat tinggal 

ibu S yang turut hadir dalam akad nikah ibu S dengan Bapak M. Bapak 

hadi membenarkan bahwa akad nikah ibu S dengan Bapak M yang 

bertindak sebagai wali nikah adalah anak kandung dari ibu S. Hal itu 

dilakukan karena ayah dari ibu S telah meninggal dunia dan ibu S tidak 

memiliki saudara laki-laki dan tidak ada yang bisa dijadikan wali nikah ibu 

S sehingga anak kandung ibu S yang dijadikan wali nikah dalam akad 

nikah tersebut.  

   Menurut bapak Hadi beberapa Imam Mazhab membolehkan anak 

kandung menjadi wali nikah ibu, seperti pendapat Imam Hanafi, karena 

mengambil pendapat dari Imam yang membolehkan tersebut maka terjadi 

kesepakatan antar keluarga besar bahwa wali nikah yang digunakan adalah 

anak kandung laki-laki dari ibu S.
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5. Wawancara kepada kepala KUA Metro Utara Kota Metro Bapak DRS. Hi. 

Suyono, M.Sy 

   Menurut kepala KUA Metro Utara Kota Metro pihak KUA tidak 

mengetahui telah terjadi pernikahan seorang ibu dengan wali anak 

kandung di wilayah hukum KUA Metro Utara. Karena pernikahan tersebut 

tidak di daftarkan di KUA Metro Utara. 
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    Menurut bapak Suyono selaku kepala KUA Metro Utara 

pernikahan yang tidak tercatat maka pihak KUA tidak bertanggung jawab. 

Menurut  kepala KUA metro Utara anak laki-laki tidak termasuk kedalam 

urutan wali hal ini sesuai yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) bahwa anak laki-laki tidak masuk dalam urutan wali pernikahan. 

Untuk melakukan perkawinan harus lengkap rukunnya yaitu  calon suami, 

calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul.  

   Sedangkan dalam masalah perwalian nikah yang bertindak sebagai 

wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni 

muslim, akil dan baligh dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali 

hakim.  Dan untuk keabsahannya menurut  kepala KUA Metro Utara Kota 

Metro pernikahan tersebut tidak sah, menurutnya anak tidak dapat menjadi 

wali nikah bagi ibunya.
65

 

 

C. Analisis Tentang Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Menurut Kompilasi 

Hukum Islam Yang Terjadi di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota 

Metro. 

Hasil survey yang dilakukan peneliti terkait anak menjadi wali nikah 

ibu di kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro maka dapat dianalisis 

sebagai berikut. 

Pernikahan di kelurahan Banjarsari pada umumnya dilaksanakan 

dengan menggunakan wali ayah kandung atau wali hakim dari pihak KUA 

namun yang terjadi di kelurahan banjarsari anak kandung yang menjadi wali 
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nikah untuk ibunya dengan demikian permasalahan wali anak kandung ini 

menjadi tanda tanya bagi masyarakat yang mengetahui pernikahan tersebut 

terutama yang begama islam terkait keabsahan pernikahan dengan wali anak 

kandung tersebut. 

Pernikahan dengan wali anak kandung yang terjadi di kelurahan 

Banjarsari Metro Utara Kota Metro ini dilakukan secara siri, sehingga 

pernikahan tersebut tidak banyak diketahui oleh orang termasuk pihak KUA 

Metro Utara yang tidak mengetahui apabila telah terjadi pernikahan dengan 

wali nikah anak kandung dalam pernikahan seorang ibu di wilayah hukum 

KUA Metro Utara Kota Metro. 

Perwalian ialah kekuasaan melakukan akad dan transaksi, baik akad 

maupun akad lainnya tanpa ketergantungan kepada orang lain. Didalam 

Kompilasi Hukum Islam  Pasal 1 huruf h perwalian adalah kewenangan yang 

diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum 

sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai 

kedua orang tua.  

Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama 

mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri 

dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. 

Beberapa Imam Mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Hambali berpendapat 

bahwa anak laki-laki termasuk kedalam urutan wali, sedangkan Imam Syafi’i 
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dan Imamiyah berpendapat bahwa anak laki-laki tidak termasuk dalam urutan 

wali.  

Walaupun beberapa imam mazhab membolehkan anak kandung 

menjadi wali nikah ibu akan tetapi hukum positif negeri ini dengan tegas 

mengadopsi pendapat imam Syafi’i dimana anak kandung tidak masuk dalam 

urutan menjadi wali nikah sehingga anak kandung tidak dapat menjadi wali 

nikah ibunya. Peristiwa pernikahan ibu dengan menggunakan wali nikah anak 

kandung jelas tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negeri ini. 

Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih spesifik mengenai wali 

nikah. wali nikah menjadi rukun sahnya suatu pernikahan. Adapun 

pembagian wali didasarkan atas Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi 

Hukum Islam  Pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya dua macam wali nikah 

yang terbagi atas: 

1. Wali Nasab  

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 

kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat 

tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. 

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek 

dari pihak ayah dan seterusnya. 

Kedua,  kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki 

seayah, danketurunan laki-laki mereka. 

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, 

saudara seayahdan keturunan laki-laki mereka. 
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Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 

seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

2. Wali Hakim 

Yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukkanya  sebagai 

hakim atau penguasa. Wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan 

wali sudah tidak ada, atau wali garib dalam keadaan adhal atau enggan 

menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, begitu pula akad 

dilakukan oleh wali hakim bila wali garib sedang berada ditempat lain 

yang jaraknya mencapai dua marhalah (sekitar 60 km). 

 Jumhur ulama membagi wali itu atas dua kelompok: 

a).  Wali dekat atau wali qarib, yaitu ayah atau kalau tidak ada ayah 

pindah ke kakek. keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak 

terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. ia dapat 

mengawinkan anaknya yang masih dalam usia muda tanpa meminta 

persetujuan dari anaknya tersebut. wali dalam kedudukan seperti ini 

disebut wali mujbir. Ketidak harusan meminta pendapat dari anaknya 

yang masih muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak 

mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. 

b).  Wali jauh atau wali ab’ad. yang menjadi wali jauh ini secara berurutan 

adalah: 

(1).Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

(2). Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

(3). Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
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(4). Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

(5). Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

(6). Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

(7). Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

(8). Anak paman seayah   

(9). Ahli waris kerabat lainnya kalau ada 

(10).Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum. 

Dilihat dari urutan wali dalam Kompilasi Hukum Islam diatas  anak 

kandung tidak termasuk kedalam urutan wali pernikahan. Hukum positif 

yang berlaku di negeri ini tegas diambil dari  mazhab syafi’I. Oleh karena 

itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku di negeri ini 

yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang anak laki-laki tidak boleh  

menjadi wali nikah atas ibunya sendiri. 

 Didalam KHI anak laki-laki tidak termasuk dalam urutan wali 

artinya anak tidak bisa menjadi wali nikah ibunya. Pendapat ini diadopsi 

dari pendapat mayoritas Ulama Fiqh madzhab Syafi’i. Imam Syafi’I 

menyatakan bahwa tidak ada hak perwalian bagi seorang anak terhadap 

ibunya karena Imam Syafi’I menganggap wali itu berdasarkan ashobah 

dalam kewarisan sedangkan Imam Syafi’i tidak memasukkan anak 

menjadi ashobah terhadap ibunya jika ia sendirian.  

Anak laki-laki tidak bisa menjadi wali karena statusnya sebagai 

anak. Diantara dasar ulama syafi’iyah tidak membolehkan anak menjadi 

wali nikah karena hubungan anak dan ibunya bukanlah dari hasil nasab 
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namun dari pernikahan dengan bapak itu, barulah ada anak. Sama halnya 

dengan saudara laki-laki seibu tidak boleh menikahkan saudara 

perempuannya seibu karena tidak ada nasab dari jalur bapak.  

Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh 

menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain. Syafi’i, 

Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh dan 

berakal itu masih gadis, maka yang berhak menikahkan dirinya ada pada 

wali, akan tetapi jika dia janda, maka hak itu ada pada keduanya, 

Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu 

sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak sang wali, Akad yang 

diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, meskipun 

akad itu memerlukan persetujuannya   

 Pendapat Imam Madzhab yang terkait pernikahan seorang janda 

yang wali nikahnya adalah anak kandungnya. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam yang mengadopsi pendapat dari Imam Syafi’i anak kandung tidak 

masuk dalam urutan wali nikah artinya anak kandung tidak dapat 

menjadi wali nikah ibunya. Sedangkan untuk status seorang janda ia 

lebih berhak atas dirinya sendiri artinya seorang janda ketika akan 

menikah  diperbolehkan tanpa adanya wali.  



43 

 BAB V  

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan: 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya 

sendiri ataupun menikahkan orang lain. Syafi’i, Maliki, dan Hambali 

berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh dan berakal itu masih gadis, maka 

yang berhak menikahkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika dia janda, 

maka hak itu ada pada keduanya. Jadi untuk status seorang janda ia lebih 

berhak atas dirinya sendiri artinya seorang janda ketika akan menikah  

diperbolehkan tanpa adanya wali nikah. 

Di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam anak laki-laki tidak termasuk 

dalam urutan wali nikah oleh karena itu dengan sederhana bisa disimpulkan  

bahwa di dalam Madzhab Syafi’i khususnya di Indonesia seorang anak tidak 

bisa menjadi wali bagi ibunya sendiri. artinya anak tidak bisa menjadi wali 

nikah atas ibunya sendiri. Pendapat ini diadopsi dari pendapat mayoritas Ulama 

Fiqh madzhab Syafi’i. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Kepada masyarakat muslim hendaknya harus mengetahuan rukun dan syarat 

pernikahan terlebih terkait dengan wali dalam pernikahan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum islam. Agar tidak terdapat 

kesalahan dalam menentukan wali dalam pernikah karena jika hal itu terjadi 

maka keabsahan pernikahan dapat diragukan bahkan dapat dipastikan tidak 

sah.  

2. Kepada seluruh umat muslim agar tidak mengikuti tatacara perkawinan siri 

karena dapat merugikan baik dari pihak mempelai wanita maupun mempelai 

pria 
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